PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP38), Il. Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug

Serang — Banten Telp. (0254) 267023

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 821/ 0047 /KEP/Kes-Set

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

MENIMBANG

MENGINGAT

:a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang

d

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemrintah Daerah;

. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan perlu dikelola dan didukung
dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta
media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;

. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan

Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar berdaya guna dan
berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu dilakukan
perubahan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi
Banten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012

tentang pembentukan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten:

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN:

vl

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Standar Tarif Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Daerah Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 Nomor 2);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Daerah Provinsi Banten Non;mr 3 Tahun 2012

tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten;

. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 16 Tahun

2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemrintah Provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Pfsdoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkkungan Pemerintah Provinsi Banten.
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MENGINGAT

MEMPERHATIKAN:

=1

2.

3.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentas: di
Lingkkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negen dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Standar Tarif Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Daerah Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 Nomor 2);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012

tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Banten;

. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 16 Tahun

2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemrintah Provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah.

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkkungan Pemerintah Provinsi Banten.
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